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ABSTRAK 

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat tentang kebijakan negara, 

dalam hal ini Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan 

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 (SKB 3 Menteri)  tentang peringatan dan 

perintah kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. SKB 3 

Menteri merupakan produk kebijakan yang terbit untuk mengatur atau menertibkan 

konflik, kekerasan dan intoleransi yang selama ini terjadi antara Ahmadiyah dan non-

Ahmadiyah di Indonesia. 

Tesis ini menggunakan studi penelitian kualitatif dengan mengambil data pada proses 

wawancara. Wawancara dilakukan kepada jemaat Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah.  

Kemudian data tersebut didukung dengan literature-literatur yang meneliti terkait  

Ahmadiyah dan SKB 3 Menteri. Pemahaman masyarakat merupakan pengetahuan 

yang diproduksi lewat praktik wacana, maka relevan untuk membaca pemahaman 

masyarakat tentang SKB 3 Menteri dengan memakai teori relasi kuasa dari Michael 

Foucault. Tesis ini menemukan bahwa SKB 3 Menteri merupakan produk ambiguitas 

dari sikap Negara, akibatnya penerapannya pada masyarakat juga menjadi ambigu. 

Atas ambiguitas di atas, pemahaman masyarakat tentang SKB menjadi bervariasi, 

yakni memahami SKB sebagai: Pelarangan, pembatasan serta penertiban dua arah 

(Ahmadiyah memahami sebagai aturan yang menertibkan intoleransi terhadap 

Ahmadiyah dan Sementara non-Ahmadiyah memahami kebijakan yang mengatur 

aliran sesat). Selanjutnya Tesis ini juga menemukan, di mata masyarakat sendiri SKB 

mengalami dukungan dan penolakan. Di sisi yang lain masih ada sebagian 

masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.  

Dalam relasi kuasa, wacana SKB juga bisa berimplikasi pada tatanan sosial politik. 

Berikut adalah implikasi SKB terhadap Ahmadiyah: Pembatasan dan pelarangan 

aktifitas JAI; Penyegelan dan perusakan masjid; Pengusiran, penganiayaan, hingga 

pembunuhan; Dan terakhir menjadi pemicu munculunya kebijakan diskriminatif di 

daerah-daerah dan kesulitan dalam memperoleh pelayanan negara. Implikasi 

kekerasan di atas, seperti dinyatakan Foucault, semakin produktif kuasa, maka 

semakin ia bisa merubah tatanan sosial, politik, budaya maupun agama. Melihat 

implikasi di atas, sudah seharusnya SKB ini di evaluasi oleh negara. Karena jauh dari 

tujuannya dan menambah eskalasi konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah. 

Kata kunci: SKB 3 Menteri,  JAI, Non-Ahmadiyah, Relasi Kuasa, Implikasi SKB  
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BAB I 

      PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah  

 Ahmadiyah merupakan gerakan Islam yang lahir di India pada tahun 1889. 

Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad.
1
 Setelah Mirza Ghulam Ahmad 

wafat pada tahun 1914, Ahmadiyah mengalami perpecahan menjadi dua kubu, yaitu 

kelompok Qadian dan kelompok Lahore. Ahmadiyah Qadian mempercayai bahwa 

Mirza Ghulam adalah seorang nabi dan sebagai al-Mahdi. Sementara bagi 

Ahmadiyah Lahore Mirza Ghulam Ahmad dipandang sebagai seorang reformis 

(mujaddid) Islam dan muhaddath (orang yang menerima wahyu).
2
 

 Di Indonesia Ahmadiyah Lahore bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia 

(GAI). Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad adalah Mubaligh GAI pertama 

yang menyebarkan Ahmadiyah di Indonesia. Mereka tiba di Yogyakarta tahun 1924. 

Sementara Ahmadiyah Qadian datang di Indonesia, melalui Sumatera tepatnya di 

Tapak Tuan, Aceh.  Dakwah Ahmadiyah Qadian di Tapaktuan pertama kali dilakukan 

pada tahun 1925.
3
 Maulana Rahmat Ali merupakan mubaligh pertama Ahmadiyah 

Qadian. Ahmadiyah Qadian di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI). Sejak awal kedatangannya, sudah muncul penolakan terhadap 

                                                           
 1

 Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 

2005),  63. 

 
2
 Ahmad Najib Burhani, ―Torn Between Muhammadiyah and Ahmadiyah In Indonesia  

Discussing Erfaan Dahlan‘s religious affiliation and self-exile‖. Journal  Indonesia and The Malaya 

World.  06 November 2019, 113. https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1663678 (Diakses pada 28 

Februari 2020) 

 
3
 Wawan H. Purwanto, Menusuk Ahmadiyah (Jakarta; CMB Presss, 2008),  34. 

https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1663678
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Ahmadiyah. Akan tetapi, penolakan secara fisik seperti tindak kekerasan belum 

pernah terjadi, berbeda ketika Indonesia memasuki era Reformasi. Era Reformasi 

menjadi pembuka tindak kekerasan yang dialami secara signifikan oleh jemaat 

Ahmadiyah. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa insiden yang terjadi pada 

Ahmadiyah, Misalnya: Pada tahun 2006 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 

massa menghancurkan rumah-rumah Ahmadiyah, merusak masjid, menjarah properti 

milik jemaat Ahmadiyah.
4
 Tindakan kekerasan tersebut membuat jemaat Ahmadiyah 

Ahmadiyah harus mengungsi di asrama Transito, Mataram.  

 Pada tahun 2005, Ahmadiyah yang sedang melaksanakan kegiatan tahunan 

Jalsa Salsa di kampus Mubarak, Bogor diserang oleh ratusan orang. Penyerangan 

dilakukan oleh massa yang menggunakan atribut FPI dan LPPI. Massa yang dipimpin 

oleh Amin Jamaludin ini, menggeruduk kampus mubarak dengan alasan bahwa 

Ahmadiyah adalah aliran sesat.
5
 Penyerangan terhadap Ahmadiyah, tahun demi tahun 

terus berlanjut. Pada tahun 2008 dalam apel akbar dan aksi memperingati hari 

Pancasila 1 Juni 2008 yang dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan 

Agama (AKKBB). Diserang oleh FPI dan organisasi Islam radikal lainnya. AKKBB 

adalah kelompok yang dibentuk oleh para pendukung kebebasan beragama dan 

berkeyakinan. Organisasi ini memayungi lebih dari 70 organisasi, termasuk 

Ahmadiyah. Apel akbar dan aksi tersebut merupakan reaksi AKKBB terhadap sikap 
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 Ahmad Najib Burhani, ―Hating the Ahmadiyya: the place of ―heretics‖ in contemporary 

Indonesian Muslim‖ Springer Cont Islam (March 2014) . 113. https://doi.org/10.1007/s11562-014-

0295-x) 

 5
 Anonim ―Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Dijaga Ketat Polisi‖ Detik.com, 15 Juli 

2015 https://news.detik.com/berita/d-403573/kampus-mubarak-jemaat-ahmadiyah-dijaga-ketat-polisi 

(Diakses pada 20 Maret 2020) 

https://doi.org/10.1007/s11562-014-0295-x
https://doi.org/10.1007/s11562-014-0295-x
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negara yang masuk terlalu jauh dalam mengurusi soal penyimpangan agama dan 

mendukung wacana pelarangan terhadap Ahmadiyah.
6
 Mendengar aksi tersebut FPI 

dan kroni-kroninya mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap 

massa AKKBB. Massa yang dipimpin FPI berjumlah 400 orang anggota dan 

membawa pentungan serta bambu runcing. Mereka menyerang dan melakukan 

penganiayaan pada massa AKKBB. Insiden tersebut berhasil mencederai 70 orang.
7
 

 Kejadian di atas dikenal dengan insiden Monas. Insiden monas menjadi isu 

nasional dan memunculkan kemarahan dari publik Indonesia. Banyak yang 

mengecam penyerangan ini, sehingga  menjadi puncak bagi negara untuk segera 

mengeluarkan sikap terhadap persoalan Ahmadiyah. Beberapa hari pasca-insiden, 

negara langsung menerbitkan kebijakan yang mengutamakan ketertiban umum dan 

mencegah konflik keagamaan yang terjadi antara Ahmadiyah dan kelompok garis 

keras. Akhirnya, keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 

Tahun 2008--yang ditanda-tangani oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam 

Negeri dan Kejaksaan Agung. SKB 3 Menteri berisikan perintah larangan bagi 

Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya.
8
 Setelah kebijakan ini diterbitkan,  

muncul perdebatan di tengah masyarakat--ada yang mendukungnya secara antusias. 

Dilain sisi ada juga kelompok yang menolak kehadiran SKB. Alasan menolak karena,   

negara terlalu ikut campur tangan dengan urusan agama dan SKB merupakan 

pembelengguan yang dilakukan negara terhadap kebebasan beragama warga 
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 Cherian George, Pelintiran Kebencian. (Jakarta; PUSAD, 2017) 163 

 
7
 George, Pelintiran Kebencian, 164  

 
8
 Ibid, 164 
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Ahmadiyah. Alasan-alasan di atas merupakan penilaian masyarakat terhadap isi SKB 

yang memuat larangan terhadap Ahmadiyah, padahal sesungguhnya melihat tragedy-

tragedi yang ada, Ahmadiyah--lah yang telah menjadi korban atas penyerangan dan 

segala bentuk intoleransi yang terjadi. SKB  menempatkan Ahmadiyah sebagai biang 

kerok atas permasalahan yang ada. Dengan adanya kebijakan ini, Ahmadiyah 

diibaratkan sudah jatuh, lalu tertimpa tangga.   

 Pada penerapannya, SKB belum bisa menjadi kebijakan yang bisa 

menyelesaikan konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia. 

Kekerasan terhadap JAI masih sering terjadi di Indonesia, bahkan setelah SKB 

dikeluarkan, misalnya: Pada 10 Desember 2010, santri yang berjumlah ribuan orang 

di Sukabumi membongkar masjid Ahmadiyah di desa Warnasari, di kecamatan 

Sukabumi; Selanjutnya, pada bulan November 2010 massa membakar puluhan rumah 

warga Ahmadiyah di Lombok Barat, massa yang menyerang dan membakar tidak 

ingin lingkungan mereka ditinggali oleh warga Ahmadiyah.
9
 Berikutnya, pada tahun 

2011 terjadi tragedi paling tragis dialami Ahmadiyah.  Massa menyerang Ahmadiyah 

di Cikeusik, hingga mengakibatkan empat orang tewas serta rumah dan mobil mereka 

dibakar.
10

 Bahkan sampai sekarang, konflik tidak pernah menjauh dari Ahmadiyah. 

faktanya adalah pada bulan ramadhan, 6 Mei 2021, Bupati Garut mengeluarkan Surat 

                                                           
 

9
 Manan dan Evan ―Setahun, 15 'Kekerasan' terhadap Ahmadiyah‖ Tempo.co , 7 Februari 

2011.https://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap 

ahmadiyahhttps://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyah (Diakses 

pada 21 Juni 2021)  

 
10

 Lukman Nul Hakim, ―Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah 

Kajian Psikologi Sosial‖, Jurnal Aspirasi Vol. 2 No. 1, Juni 2011. 17 – 30 

https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Jurnal%20Aspirasi/id/16 (diakses pada 20 Januari 2021)  

https://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap%20ahmadiyahhttps:/nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyah
https://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap%20ahmadiyahhttps:/nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyah
https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Jurnal%20Aspirasi/id/16
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Edaran Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian 

Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung 

Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Akhirnya, 

pembangunan masjid Ahmadiyah di Nyalindung, Garut disegel oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Pemda Garut.
11

 Setelah bertahun-tahun hadir untuk mengantisipasi dan 

mencegah konflik, SKB tidak menunjukkan keampuhannya dalam mencegah 

terjadinya konflik. Bahkan ia menjadi dasar legitimasi tindakan intoleransi dan 

tindakan main hakim sendiri terhadap Ahmadiyah.  Berdasarkan permasalahan di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang SKB 3 Menteri. Akan tetapi,  

perlu dicatat bahwa penelitian tentang SKB telah beberapa kali dilakukan di 

antaranya oleh: Abdul Jamil Wahab dan Fakhrudin.
12

 Penelitian ini  berfokus pada 

efektifitas SKB tiga dalam mencegah konflik terhadap Ahmadiyah di desa Gereneng. 

Temuan mereka adalah SKB tidak efektif dalam menangani konflik di Gereneng, 

bahkan berdasarkan SKB-lah, konflik-konflik tersebut dilakukan. Penelitian dari 

Wahab dan Fakhrudin hanya berfokus pada bagaimana efektifitas dari SKB dalam 

menangani konflik. Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Delina Asriyani dan Zuly 

                                                           
 11

 Siswanto ― Hentikan Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Bupati Garut dikecam‖ Suara.com, 

07 Mei 2021 https://www.suara.com/news/2021/05/07/150035/hentikan-pembangunan-masjid-

ahmadiyah-bupati-garut-dikecam (Diakses pada 21 Juni 2021)  

 
12

 Abdul Jamil Wahab dan Fakhrudin, Menakar Efektifitas SKB Tentang Ahmadiyah dan 

Faktor Penyebabnya: Studi Kasus konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur. Jurnal 

Multikultural & Multireligius Vol. 17.  443-459  

https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/356 (diakses pada 20 Januari 

2021)   

https://www.suara.com/news/2021/05/07/150035/hentikan-pembangunan-masjid-ahmadiyah-bupati-garut-dikecam
https://www.suara.com/news/2021/05/07/150035/hentikan-pembangunan-masjid-ahmadiyah-bupati-garut-dikecam
https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/356
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Qodir.
13

 Penelitian yang dilakukan oleh Asriyani dan Qodir berfokus pada studi kasus 

konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan GAI di Yogyakarta tahun 2012. 

Mereka menganalisa, posisi SKB dalam konflik yang terjadi antara ormas Islam di 

Yogyakarta dengan GAI. Asriyani dan Qodir menemukan bahwa, GAI dianggap telah 

menistakan agama dan Fatwa sesat MUI, menjadi alasan utama penolakan terhadap 

GAI. Selanjutnya terdapat produksi dan konsumsi yang berbeda dari ormas Islam 

terhadap SKB. Penelitian dari Asriyani dan Qodir berfokus pada konsumsi SKB, 

tetapi lebih kepada posisi pro dan kontra yang berhubungan dengan GAI. Asriyani 

Qodir tidak menggali pemahaman masyarakat masyarakat terhadap isi SKB tersebut 

serta implikasi yang dihasilkan. Kedua penelitian di atas sangat jelas tidak 

menganalisa atau menggali sejauh mana pemahaman masyarakat atas isi SKB serta 

implikasi yang lahir ketika diterbitkannya kebijakan tersebut. Inilah yang menjadi 

garis demarkasi antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas.  

 Penelitian ini memperkaya dari penelitian sebelumnya. Namun penulis dalam 

penelitian ini berfokus untuk menggali pemahaman warga masyarakat tentang SKB 

tiga Menteri. Melihat pada proses kemunculannya, SKB merupakan hasil dari 

tindakan ambigu negara. Sebagaimana dikatakan oleh Ropi, bahwa terdapat beberapa 

kelemahan dari SKB 3 Menteri diantaranya adalah objek kebijakan dari SKB 3 

Menteri ini tidak jelas apakah hanya ditujukan kepada Ahmadiyah atau dapat juga 

                                                           
 

13
 Delina Asriyani dan Zuly Qodir, ―Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang 

Peringatan Dan Perintah Kepada penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (Studi Kasus Konflik Antara Front Umat Islam dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia di 

Yogyakarta tahun 2012)‖. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 Juni 2016 .   

https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2628 (diakses pada 25 Februari 2021)  

 

https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2628
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berlaku kepada masyarakat umumnya. Selanjutnya SKB 3 Menteri yang mengambil 

kata-kata perkata dari Undang-Undang Indonesia No 1 PNPS Tahun 1965 yang 

merupakan aturan bermasalah. Karena aturan ini menjadi penghambat kebebasan 

beragama dan berkeyakinan yang hegemonik dan otoriter.
14

 Dengan mengambil atau 

berdasar pada Undang-undang yang bermasalah otomatis SKB juga bermasalah. Di 

sinilah letak ketidakjelasan atau ambiguitas dari negara.  

 Ketidakjelasan dari terbitnya kebijakan ini, akan berdampak kepada 

masyarakat. Di tengah masyarakat Indonesia, SKB juga menjadi ambigu dan 

mengalami pelbagai macam varian pemahaman dan penafsiran. Ambiguitas dan 

varian pemahaman itulah, yang membuat SKB 3 Menteri justru menjadi landasan 

intoleransi, penyerangan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah. SKB menjadi 

kebijakan yang jauh dari tujuan pembuatannya. Dengan demikan penelitian ini 

bertujuan untuk menggali pemahaman atau tafsiran masyarakat tentang SKB 3 

Menteri ini.  Penulis akan melihat sejauh mana SKB 3 Menteri dipahami oleh 

Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Tujuan selanjutnya, penulis ingin menggali 

implikasi apa saja yang dialami oleh Ahmadiyah ketika terbitnya SKB 3 Menteri.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang proses penerbitan kebijakan SKB tiga Menteri 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, 

                                                           
 

14
  Ismatu Ropi, Religion and Regulation in Indonesia (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017) 

210. 
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Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan 

Warga Masyarakat?? 

2. Bagaimana pemahaman antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah  mengenai 

SKB 3 Menteri ?  

3. Bagaimana implikasi dari kemunculan SKB 3 Menteri terhadap Jemat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI) 

C. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Penulis ingin mengetahui dan mengkaji masalah yang dialami oleh Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI). 

2. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan yang dibuat 

oleh negara khususnya SKB 3 Menteri dalam mencegah konflik dan 

memberhentikan aktifitas beribadah dan berdakwah JAI. 

3. Penulis bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat 

Indonesia terhadap SKB 3 Menteri.  

4. Penulis ingin mengetahui, implikasi dari kebijakan SKB 3 Menteri. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah berkontribusi  dalam perdebatan akademik 

khususnya kebijakan keagamaan negara Indonesia terhadap kelompok minoritas 

khususnya JAI. Penelitian ini menjadi sumbangan yang sangat penting dan praktis 

karena membaca langsung sejauh mana pemahaman masyarakat tentang kebijakan 
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pengelolaan keagamaan oleh negara dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari 

kebijakan tersebut.  

E. Kajian Pustaka 

 Di dalam dunia akademik, penelitian tentang JAI telah banyak dikaji. Untuk 

mempermudah kajian sebelumnya yang berfokus meneliti tentang Ahmadiyah, 

penulis membuat peta kajian, berupa tema-tema: Pertama, kontribusi Ahmadiyah di 

Indonesia; Kedua, intoleransi, konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah; Ketiga, 

Ahmadiyah dan politik di Indonesia; Keempat, respon masyarakat terhadap 

Ahmadiyah. Berdasarkan tema-tema tersebut, di bawah ini merupakan kajian 

terdahulu tentang  Ahmadiyah:  

 Pertama, kontribusi Ahmadiyah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Najib Burhani dengan tema “The Ahmadiyya and the Study of Comparative 

Religion in Indonesia: Controversies and Influences, Publisher”.
15

 Studi ini berfokus 

menganalisis kontribusi Ahmadiyah terhadap Islam di Indonesia. Di tengah 

perdebatan dan kontroversi Ahmadiyah di Indonesia. Ahmadiyah mempunyai 

kontribusi besar  terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dalam artikel ini Najib 

menemukan dua kontribusi besar Ahmadiyah, yaitu: Pertama, Mempengaruhi 

Muslim di Indonesia dalam menghadapi arus besar kekristenan apalagi dalam aras 

Teologi. Kedua, membantu meningkatkan kepercayaan umat Islam. Kontribusi ini 

                                                           
 15

 Ahmad Najib Burhani, ―The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in 

Indonesia: Controversies and Influences‖, Publisher. Routledge. Vol. 25, No. 2, 2014. 141-158, 

https://doi.org/10.1080/09596410.2013.864191 (Diakses pada 15 Maret 2020) 

https://doi.org/10.1080/09596410.2013.864191
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lahir karena dua hal penting, yaitu: Kegiatan misi dan akademik. Kegiatan akademik 

buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh Ahmadiyah dipakai sebagai rujukan dalam 

dunia akademik utamanya pada kampus Islam. Pada bagian misi atau dakwah, tokoh-

tokoh Ahmadiyah membantah argumen-argumen Kristen tentang masalah kenabian.  

 Kedua, intoleransi dan konflik. Penelitian dari Budi Erniwanti yang berjudul 

Keruntuhan Pluralisme: Studi tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan 

penganiayaannya.
16

 Penelitian ini mengulas tentang penyebab ketersinggunan antara 

muslim Sunni dengan Ahmadiyah beserta campur tangan pemerintah Indonesia,  

sehingga membuat konflik itu semakin bertambah. Temuan dalam artikel ini adalah 

cikal bakal terjadinya penganiayaan terhadap Ahmadiyah karena fatwa MUI (1980 

dan 2005). Fatwa  merangsang muslim Sunni untuk menganiaya Ahmadiyah, negara 

pun turut serta mendukung fatwa tersebut, dengan membuat beberapa aturan 

mengawasi Ahmadiyah dan beberapa kebijakan lokal yang terpengaruh dari fatwa 

MUI.  

 Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nina Mariani Noor dengan judul 

―Conflicts, and Violence in Contemporary Indonesia‖.
17

 Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji mengenai bentuk-bentuk konflik dan kekerasan terhadap jemaat 

Ahmadiyah pada era Reformasi. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab konflik 

                                                           
 

16
 Budi Erniwanti, ―Pluralism Collapses: A Study of the Jama‘ah Ahmadiyah Indonesia and 

its Persecution‖‘ Asia Research Institute Working Paper Series No. 117, 2009. 1-26 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1645144 (Diakses pada 15 Maret 2020). 

 17
 Nina Mariani, ―Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia‖. , 

Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 3, Number 1, June  2013: 1-30 

http://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/issue/archive (Diakses pada 05 Mei 2020). 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1645144
http://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/issue/archive
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keagamaan yang terjadi di Indonesia, yakni: Keragaman kelompok muslim di 

Indonesia dan fatwa kepada Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyimpang. 

Kategorisasi pertama adalah ada tiga varian kelompok muslim, yaitu: Konservatif, 

moderat dan radikal. Varian radikal mempunyai pandangan kepada yang dianggap 

sesat harus dilarang dan dihilangkan. Mereka-lah yang sering menjadi aktor tindak 

kekerasan kepada Ahmadiyah. Selanjutnya, Noor menemukan tiga bentuk kekerasan 

yang dialami oleh Ahmadiyah yakni: Pertama, kebijakan pelarangan terhadap 

Ahmadiyah seperti SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh negara dan diikuti oleh 

kebijakan-kebijakan daerah. Kedua, Menyegel masjid dan pelarangan melakukan 

kegiatan keadaan seperti yang terjadi di Lombok, Sulsel dan daerah lainnya Ketiga, 

menyerang masjid dan rumah-rumah, termasuk membunuh. Tragedi ini terjadi di 

Lombok, Cikeusik dan kampus Mubarak Bogor. 

 Penelitian selanjutnya yang membahas kekerasan dan intoleransi terhadap 

Ahmadiyah ditulis oleh Ahmad Najib Burhani dengan judul ―Hating the Ahmadiyya: 

the place of “heretics‖ in contemporary Indonesian Muslim society‖.
18

 Studi ini 

bertujuan untuk menganalisis posisi Ahmadiyah dalam kacamata pluralisme di 

Indonesia. Dalam kewarganegaraan Indonesia yang plural, Ahmadiyah tidak 

mendapat tempat karena berbeda secara teologis dengan muslim sunni di Indonesia. 

Hingga membuat Ahmadiyah dianggap telah keluar dari Islam dan menjadi musuh 

                                                           
 18 Ahmad Najib Burhani, ―Hating the Ahmadiyya: the place of ―heretics‖ in contemporary 

Indonesian Muslim society‖, Springer Cont Islam (March 2014). 133–152 

https://ur.booksc.org/book/28217399/f0dc04 (diakses pada 15 Maret 2020). 

 

https://ur.booksc.org/book/28217399/f0dc04
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bagi muslim.  Selain itu, ada juga dua faktor penting terhadap kehidupan Ahmadiyah. 

Sehingga mereka sulit menjalankan aktivitasnya, yakni: Muslim mainstream 

menuntut banyak peran dan pemerintah cenderung berpihak pada muslim mainstream 

karena alasan politik. Dengan memakai analisa filsafat politik Agamben, Najib 

berkesimpulan bahwa, adanya dua peran tersebut membuat posisi Ahmadiyah di 

Indonesia seperti homo sacer mereka dapat dibunuh atau dianiaya. Mereka dianggap 

melakukan dosa Islam yang paling parah.  

 Ketiga, Ahmadiyah dan Politik di Indonesia.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Jacquilin Hicks yang berjudul ―Heresy and Authority: understanding the turn against 

Ahmadiyah in Indonesia‖.
19

 Artikel ini menggali tentang pelabelan atau wacana 

bid’ah serta kesesatan Ahmadiyah yang telah berperan untuk mempertahankan 

otoritas politik negara. Temuan Hicks adalah pelabelan bid’ah terhadap Ahmadiyah 

semakin kental dan mempunyai siginifkan di era Reformasi. Pelabelan sering dipakai 

oleh ulama tertentu untuk meningkatkan basis kekuatan mereka dan juga sering 

dipakai oleh aktor politik di tingkatan daerah untuk menggalang dukungan dalam 

kampanye-kampanye politik anti Ahmadiyah. Bagi Hicks, tuduhan bid'ah telah 

mendukung fragmen-fragmen kelompok muslim Orde Baru untuk merebut kembali 

sebagian dari kekuatannya yang hilang.  

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Flavius Flories Andries, Mohtar 

Mas‘oed dan Zainal Abidin Bagir dengan judul ―Identitas Jemaah Ahmadiyah 

                                                           
 

19
 Jacquiline Hicks, “Heresy and authority: understanding the turn against Ahmadiyah in 

Indonesia‖, South East Asia Research. 2014. 321-329 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/sear.2014.0216 (diakses pada 15 Maret 2020). 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/sear.2014.0216
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Indonesia dalam Konteks Multikultural‖.
20

 Artikel ini berfokus pada kasus 

penangguhan pelayanan E-KTP  pada komunitas JAI di Manis Lor, Kuningan Jawa 

Barat. Studi ini menemukan, warga Ahmdiyah di Manis Lor mengalami penangguhan 

dalam pengurusan E-KTP oleh pemerintah setempat. Alasannya adalah status 

keagamaan Ahmadiyah yang bermasalah. Penelitian ini menemukan bahwa, 

penangguhan yang dilakukan oleh pemerintah, di latar belakangi oleh dua hal: 

Tekanan dari organisasi Islam setempat dan alasan keamanan. Bagi Flavi dkk, latar 

belakang tersebut menunjukan bahwa negara tidak tahu membedakan mana urusan 

warga negara dan urusan agama. Negara telah lalai menjalankan tugasnya untuk 

melayani warga negara. Selanjutnya, alasan keamanan itu tidak masuk akal, karena 

pada dasarnya menjaga keamanan adalah tugas dari kepolisian, bukan pemerintah 

daerah.  

 Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Baihaqi dengan judul ―Pengaruh Politik 

Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat‖.
21

 Studi ini berfokus 

pada relasi kontestasi politik desa dengan keberadaan Ahmadiyah di Gegerung, 

Lombok Barat.  Politik desa membuat para elit menggunakan isu Ahmadiyah menjadi 

saluran politiknya. Ada dua hal  yang ditemukan, yaitu: Pertama, dakwah provokatif 

menjelang pemilihan kepala desa--disampaikan pada pengajian-pengajian. Kedua, 

Aktor politik dan mobilisasi massa. Mobilisasi massa sering dimainkan oleh para 

                                                           
 20 Flavius Flories Andries, Mohtar Mas‘oed, Zainal Abidin Bagir ―Identitas Jemaah 

Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural‖, Humaniora, Vol. 26, No. 2 Juni 2014.  117-133 

https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/5227 (diakses pada 10 Maret 2020). 
 

21
 Mohamad Baihaqi dengan judul ―Pengaruh Politik Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di 

Gegerung-Lombok Barat.  Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni, 2020.  

20-41. http://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1135 (diakses  pada 27 Desember 2020). 

https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/5227
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1135
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tokoh agama (tuan guru)  lewat strategi para tim kepala desa. Para tuan guru sering 

turun gunung untuk menyampaikan dakwah kebencian kepada Ahmadiyah demi 

menarik perhatian massa pemilih.  

 Keempat, respon masyarakat terhadap Ahmadiyah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Uwes Fatoni dengan judul ―Respon Da‘i Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya‖.
22

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menggali cara para da’i atau pendakwah untuk menghadapi gerakan JAI di 

Tenjowaringin. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menemukan 

bahwa: Ada dua bentuk dakwah yang dilakukan oleh para da‘i yakni dakwah 

defensive dan dakwah offensive: Pertama, dakwah defensive. Dakwah ini dilakukan 

untuk mempertahankan atau menjaga keyakinan non-Ahmadiyah di Tenjowaringin 

agar tidak terpengaruh oleh ajaran Ahmadiyah. Kedua, dakwah offensive. Dakwah ini 

lebih terbuka dan para da'i berupaya untuk mempengaruhi atau menyadarkan para 

jemaat Ahmadiyah untuk masuk pada Islam yang dipahami oleh para da’i. Dalam 

melakukan dakwah offensive ada empat strategi yang dilakukan oleh para da’i yakni: 

(1) Dakwah bil hikmah atau menunjukan perilaku islami; (2) Dakwah bil Mauidhatil 

Hasanah atau dakwah dengan cara mengajak kepada anggota jemaat Ahmadiyah 

untuk menjelaskan kesesatan ajaran Ahmadiyah sebagaimana fatwa MUI dan 

himbauan negara; (3) Dakwah bil Mujadalah adalah cara berdakwah dengan 

mengajak jemaat Ahmadiyah untuk berdebat dan berdialog tentang persoalan 

                                                           
 

22
 Uwes Fatoni, Respon Da‘I Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di 

Tenjowaringin Tasikmalaya, Jurnal Dakwah Vol. XV No 1 2014. 49-65 

https://doi.org/10.14421/jd.2014.15103  (Diakses pada 07 Agustus 2021). 

https://doi.org/10.14421/jd.2014.15103
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keyakinan; (4) Dakwah bil-hal adalah cara berdakwah dengan pembinaan mantan 

anggota Ahmadiyah melalui lembaga Ikatan Masyarakat Korban Aliran Sesat 

Ahmadiyah (IMKASA).  

 Studi yang dilakukan oleh Sabara dengan judul ―Jemaat Ahmadiyah dan 

Respon Masyarakat di Kabupaten Buton‖.
23

 Studi ini bertujuan untuk menelusuri 

keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Buton serta bagaimana sikap masyarakat terhadap 

eksistensi jemaat Ahmadiyah. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, 

Ahmadiyah berada di Kabupaten Buton, sejak 1983. Eksistensi Ahmadiyah di 

kabupaten Buton pertama kali dikenalkan oleh Syamsuri La Una dan La Rangani. 

Kelurahan Saragih adalah daerah yang menjadi basis tempat tinggal dari jemaat 

Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Buton. Proses penyebaran Ahmadiyah di Saragih 

dilakukan dengan cara peyebaran buku-buku dan dialog agama. Sejak 1983 hingga 

tahun 2011 warga Ahmadiyah di Saragih berjumlah 53 orang; Kedua, dalam 

merespon keberadaan Ahmadiyah, masyarakat Saragih menunjukan sikap resisten, 

yakni: Melakukan pembatasan interaksi dengan Ahmadiyah serta pernah terjadi 

konflik secara langsung antara dengan Ahmadiyah di Saragih. Konflik ini terjadi  

sejak tahun 2007-2010.  

 Penelitian di atas berfokus pada tema-tema, seperti: Kontribusi Ahmadiyah di 

Indonesia; Konflik dan intoleransi terhadap Ahmadiyah; Ahmadiyah dan politik 

                                                           
 23

 Sabara, Jemaat Ahmadiyah dan Respon Masyarakat di Kabupaten Buton,  Jurnal Al-

Qalam, Vol. 20 Nomor 2 Desember 2014. 189-196 

http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/195 (Diakses pada 7 Agustus 2021). 

 

http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/195
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keagamaan di Indonesia; serta yang terakhir respon masyarakat terhadap Ahmadiyah. 

Sementara yang akan penulis kaji pada penelitian ini adalah pemahaman warga 

masyarakat Indonesia tentang SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 JAI, serta 

dampak yang dialami oleh Ahmadiyah dengan terbitnya kebijakan ini.  

F. Kerangka Teoritik 

 Adapun kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep relasi kuasa atau kekuasaan. Relasi kuasa sering dikonseptualiasikan sebagai 

kapasitas subjek yang kuat untuk mewujudkan kehendak mereka terhadap orang atau 

kelompok yang tidak berdaya. Atau sering dilihat sebagai relasi antara yang berkuasa  

mengendalikan yang tidak berdaya. Seperti konsep yang ditawarkan oleh para teoritis 

Marxis, Louis Althusser. Althusser memandang bahwa kekuasaan adalah peran 

negara dalam menindas rakyat. Kekuasaan befokus pada satu arah.
24

 Pada cara 

kerjanya kekuasaan dilihat sebagai sebuah proses penundukan atau dominasi. 

Dominasi ini terjadi pada level yang vertikal relasi antar subjek atau kelompok 

berlangsung secara tidak sejajar, di mana relasi yang berlangsung antara yang 

menguasai dan yang dikuasai.  

 Namun, Michael Foucault membantah konsep relasi kuasa seperti di atas. 

Bagi Foucault relasi kuasa adalah sesuatu yang bukan bagian dari kepemilikan, tetapi 

sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang dipahami. Kekuasaan digunakan dan 

dijalankan melalui jaringan dia bukan milik antara yang menguasai dan yang 

dikuasai. Cara kerjanya bukan dari atas ke bawah. Tetapi ia bekerja atau berlangsung 
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di tengah-tengah relasi yang ada di antara subjek. Teori relasi kuasa Michael Foucault 

inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini sangat relevan karena 

penelitian ini tidak akan melihat relasi kuasa secara hirarkis atas ke bawah. Tetapi 

melihat kekuasaan sebagai strategi atau kerja yang ada dalam relasi masyarakat. 

 Sebagai teoritisasi postruktural, Foucault, berargumen bahwa kekuasaan 

adalah ruang di mana ilmu pengetahuan disampaikan. Pengetahuan adalah bagian dari 

wacana-wacana yang ada dalam relasi. Selanjutnya, pemantapan antara pengetahuan 

ilmiah dan pengetahuan awam berlangsung pada level wacana (Discourse).
25

 

Hubungan antara pengetahuan atau wacana lahir untuk melegetimasi kekuasaan. 

Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Sebagaimana 

apa yang nyatakan oleh Foucault, pengetahuan diskursif atau wacana membutuhkan 

kekuasaan, namun pelaksanaan kekuasaan membutuhkan pembentukan dari 

pengetahuan.
26

  Relasi kuasa beroperasi dalam wilayah yang kompleks mensyaratkan 

bahwa kekuasaan sesungguhnya tidak berdiam dalam wilayah yang tunggal. Ia 

melekat dalam setiap kehidupan yang ada di masyarakat.
27

  .  

 Wacana adalah satu-satunya cara mengetahui tentang realitas. Satu-satunya 

alasan yang dapat kita pikirkan atau katakan. Subjek dipaksa mengetahui dengan 

                                                           
 

25
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 26

 Gerald Turkel, ―Michel Foucault: Law, Power and Knowledge‖, Journal of Law and 

Society, Summer, 1990, Vol. 17, No. 2 (Summer, 1990), 170 – 193  
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menggunakan wacana maka wacana menerapkan kekuasaan padanya. Siapa subjek, 

apa yang  dipikirkannya, apa yang diketahui dan apa yang yang dikatakan diproduksi 

oleh berbagai wacana yang dihadapi yang digunakan.
28

 Dengan kata lain bahwa 

pengetahuan tidak berasal dari kuasa yang menandai subjek, tetapi pengetahuan dan 

kuasa bersama-sama ada pada setiap relasi.  

  Kekuasaan bukanlah milik individu atau kelompok, tetapi kekuasaan adalah 

praktik dalam suatu ruang lingkup di mana ada posisi strategis berkaitan satu sama 

lain dan senantiasa mengalami suatu pergeseran.
29

 Ia bisa merubah apa saja termasuk  

kehidupan sosial politik. Relasi kuasa hidup di tengah realitas sosial kebudayaan, 

sistem sosial nilai, norma bahkan agama.
30

 Kekuasaan bukanlah bentuk kedaulatan 

suatu negara atau aturan yang mengatur yang sifatnya hirarkis. Demikian menurut 

Foucault, kekuasaan harus dipahami sebagai:  

 ―... kekuasaan harus dipahami pertama-tama sebagai multiplisitas hubungan 

kekuatan yang tetap ada dalam lingkup di mana mereka beroperasi dan yang 

membentuk organisasi mereka sendiri; sebagai proses yang, melalui 

perjuangan dan konfrontasi tanpa henti, mengubah, memperkuat, atau 

mempertahankannya; sebagai dukungan yang ditemukan hubungan kekuatan 

ini satu sama lain, sehingga membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, 

disjungsi dan kontradiksi yang mengisolasi mereka satu sama lain; dan 

terakhir, sebagai strategi di mana mereka berlaku, yang desain umum atau 

kristalisasi kelembagaannya diwujudkan dalam aparatur negara, dalam 

perumusan undang-undang, dalam berbagai hegemoni sosial.‖
31
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 Dengan demikian kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah wacana yang ada 

dalam relasi di mana kuasa itu beroperasi. Dengan cara kerjanya yang bersifat 

jaringan, berselip diantara relasi, hidup di mana-mana selama di ruang tersebut 

terdapat relasi. Jadi kita menjalankan kekuasaan atau apa yang kita ketahui dan 

dianggap benar melalui produksi wacana tersebut. Foucault kembali menekankan 

bahwa:  

 Kita menjadi sasaran produksi kebenaran melalui produksi kekuasaan dan kita 

tidak mampu menjalankan kekuasaan kecuali melalui produksi kebenaran.. 

Kita pun menjadi sasaran kebenaranlah yang membuat hukum memproduksi 

wacana  sesungguhnya yang setidaknya sebagian memutuskan, mengirimkan 

dan memperluas dirinya di dalam efek-efek kekuasaan. 
32

 

 

 Jadi berdasarkan hal tersebut pengetahuan yang dianggap benar, yang 

terwacanakan berasal dan produksi kekuasaan yang ada. Subjek menjadi sasaran 

produksi dari kebenaran tersebut. Produksi kebenaran  menjauhkan subjek dari 

melihat pengetahuan sebagai objektif, tidak memihak menuju pandangan yang 

melihat pengetahuan seutuhnya, ia selalu bekerja untuk kelompok tertentu.
33

 Tidak 

ada pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri, suatu 

pengetahuan dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi kuasa. 

 Foucault juga menekankan bahwa dalam relasi kuasa melahirkan praktik 

govermentality yakni praktik kekuasaan potensial yang berada dalam diri subjek. 

Subjek atau kelompok sebagai subjek aktif mampu mengontrol dirinya. Maka cara-

cara relasi kuasa pun berlangsung tetapi dalam relasi sosial antara invidu bukan antar 

dominasi. Govermentality ini lahir di antara subjek atau kelompok yang mempunyai 
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banyak kemungkinan untuk bertindak bebas dan setara. Govermentality disebut juga 

sebagai conduct of conduct suatu kuasa yang di mana bertujuan untuk mengarahkan, 

membimbing atau mempengaruhi tindakan individu atau kelompok.
34

 Perlu dicatat 

juga, dalam kekuasaan pasti ada resistensi. Melihat kerja relasi kuasa sebagai praktik 

Govermentality yang di mana kekuasaan mencoba mengarahkan kepada individu 

yang bebas dan setara. Dengan demikian adanya individu yang bebas, setara dan 

tidak didominasi maka memungkinkan ia bisa melahirkan resistensi terhadap 

kekuasaan yaitu anti terhadap kekuasaan itu sendiri.  

 Karena tujuan dalam penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat 

mengenai SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008. Maka teori relasi kuasa ini dipakai 

sebagai  pembacaan terhadap masalah tersebut. Dengan argumen bahwa, pamahaman 

dan tafsiran masyarakat atas SKB 3 Menteri merupakan produksi wacana atau hasil 

dari kerja relasi kuasa. SKB 3 Menteri pada dasarnya merupakan sebuah putusan 

peringatan dan perintah bukan sebuah aturan yang membubarkan dan melarang 

Ahmadiyah, tetapi di tengah masyarakat SKB dipahami sebagai aturan yang melarang 

dan membubarkan aktifitas JAI. Artinya dapat dilihat bahwa pemahaman tersebut 

lahir dari operasi dan strategi relasi kuasa.  

 Selanjutnya, dalam kalangan Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah SKB sebagai 

produk negara dipahami sebagai sebuah putusan yang cacat hukum bahkan mal- 

adiministrasi, tetapi masih didukung sebagai produk kuasa. Di tengah masyarakat ia 
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(Chichago; The University of Chicago Press, 1991), 2. 



21 
 

 

didukung, padahal banyak mengalami permasalahan. Di sisi lain ada juga masyarakat 

yang menolak kebijakan tersebut karena sebagai aturan yang melegitimasi 

penyerangan, intoleransi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Melihat hal ini SKB 

menjadi relasi kuasa yang menciptakan govermentality di mana mencoba mengatur 

subjek yang bebas dan setara. Hingga membuat mereka berada pada pilihan-pilihan 

meniru, mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Atas jalan berpikir di atas 

itulah, pemahaman masyarakat Indonesia tentang SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 

2008 terhadap JAI, relevan dianalisa atau dikaji lewat kerangka relasi kuasa. 

G.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam 

tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Fakta serta peristiwa hanya dapat dipahami 

bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada 

pandangan dipermukaan saja.
35

 Dikarenakan kondisi Indonesia bahkan seluruh dunia 

berada dalam kondisi pandemi Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran 

kita dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia agar mengurangi mobilitas sosial 

dan menerapkan social maupun physical distancing. Dengan alasan demikian cara 

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode 

memperoleh data secara virtual atau dalam jaringan dan turun langsung di lapangan. 
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Akan tetapi dua cara tersebut tidak menjadi hambatan penulis dalam memperoleh 

data. 

1. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah :  

a. Untuk mendapatkan sumber data, penulis membagikan google form secara 

acak ke seluruh Indonesia dari tanggal 04 Maret 2021-29 Maret 2021 

b. Informan yang mengisi google form sebanyak 77 orang. Selanjutnya  

memilah informan yang mengisi kuesioner: Ahmadiyah dan non-Ahmadi. 

c. Dari kategori tersebut penulis kemudian mewawancarai informan yang dipilih 

oleh penulis.  

d. Penulis kemudian menghubungi para informan untuk diwawancarai ada yang 

diwawancarai secara virtual dan ada yang diwawancarai secara langsung 

lewat tatap muka.  

e. Sumber data yang diwawancarai secara langsung adalah pimpinan, pengurus 

dan anggota JAI yang berada di Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena penulis 

berdomisili di Yogjakarta dan telah diberikan akses secara langsung oleh 

Pengurus Besar JAI dan Pengurus JAI yang ada di Jogjakarta.  

f. Sumber data selanjutnya adalah literature-literatur yang membahas tentang 

Ahmadiyah seperti: buku, artikel jurnal, Artikel di media online dll.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Seperti yang dijelaskan di atas, mengenai kondisi Indonesia yang berada 

dalam keadaan pandemi dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pengumpulan 
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data yang digunakan dalam penelitian melalui wawancara virtual dengan 

menggunakan aplikasi online seperti Zoom Meeting dan Whatssapp. Serta melakukan 

wawancara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.  Adapun 

teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah: 

1. Wawancara secara langsung dalam jaringan (daring) dan wawancara 

secara langsung. Informan yang diwawancarai secara daring adalah 

Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah yang berada di luar Yogyakarta. 

Ahmadiyah yang diwawancarai lewat daring adalah Pengurus Besar 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) yang diwakili oleh Juru Bicara 

Yendara Budiana dan para informan yang berada di Jawa Barat.  

Sedangkan untuk non-Ahmadiyah dilakukan secara daring, karena posisi 

mereka berada di luar Yogyakarta. Informan non-Ahmadiyah ini, diambil 

dari hasil pengisian kuesioner dan diklasifikasi berdasarkan:   

a. Ketokohan dan berlatar belakang organisasi seperti: Akademisi, 

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pelajar Islam 

Indonesia (PII) 

b. Masyarakat pada umumnya.  

2. Wawancara secara langsung dilakukan kepada pengurus daerah Jemaat 

Ahmadiyah di Yogyakarta, diantaranya adalah Mubaligh DIY, Ketua 

Amir Daerah Provinsi DIY, Ketua Cabang JAI Sleman dan Yogyakarta, 
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Ketua Ansharullah Provinsi DIY, Ketua Majelis Khudam Ahmadiyah 

Indonesia (MKAI) Daerah Yogyakarta-Jateng tiga, Pengurus Assosiation 

Muslim Students Ahmadiyah (AMSA) DIY. Sementara wawancara secara 

daring diterapkan pada informan dari  Lajnah Imailah daerah Yogyakarta 

dan Pengurus Assosiation Muslim Students Ahmadiyah Women 

(AMSAW). Hal ini dilakukan karena sesuai dengan permintaan informan. 

 Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, 

Penulis menyusun interview sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

tetapi pada prosesnya setiap pertanyaan dalam melakukan wawancara dapat berubah 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.
36

 

3. Analisa Data 

 Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah  

melakukan analisis data. Analisa data ini dilakukan untuk memperoleh diskusi dan 

hasil dari penelitian ini. Dalam proses analisa data, penulis melakukan langkah-

langkah tertentu, yakni: Pertama, mengolah dan mempersiapkan data dari wawancara 

dan dokumentasi; Kedua, membaca keseluruhan data yang ada untuk memperoleh 

informasi dari fokus yang akan diteliti yakni tentang pemahaman masyarakat 

mengenai SKB 3 Menteri,  Ketiga, melakukan coding dari semua data. Coding adalah 
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organisasi data dengan mengumpulkan  potongan, bagian teks atau gambar dan 

menuliskan kategori dalam batas-batas.
37

  

 Coding sangat diperlukan pada data wawancara, karena penulis 

mewawancarai 25 orang (Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah). Demi mempermudah 

analisa data yang didapatkan dari 25 orang tersebut penulis membuat kode-kode 

(coding) yang  didapat dari informasi yang disampaikan dari 25 orang informan.  

Setelah mengidentifikasi data dan memperoleh data dari proses coding penulis 

melanjutkan ke langkah selanjutnya; kelima, melakukan deskripsi dalam satu 

rangkaian narasi. Atau pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.  

Dalam bagian penulis menguraikan hasil temuan dan diskusi dari temuan;
38

 Keenam, 

langkah terakhir  dalam analisa ini adalah penulis melakukan interpretasi atas data-

data yang ada atau memaknai data tersebut berdasarkan kemampuan interpretasi 

penulis. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan data-data yang ada dengan teori 

yang dipakai dalam penelitian ini.  

H.  Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penulis dan para pembaca, maka penulis menmbuat 

sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut: 

 BAB I berisi pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis 
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metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah terdiri dari 

identifikasi masalah deskripsi masalah yang akan diteliti; Rumusan masalah adalah 

pertanyaan mendasar sebagai acuan dalam penyusunan penelitian; Tujuan penelitian 

berisikan tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini, sementara manfaat 

merupakan hasil akhir dan signifikansi penelitian ini terhadap dunia akademik; 

Kajian pustaka berisikan tentang kajian-kajian yang relevan dan terdahulu; Sementara 

kajian teori memaparkan pendekatan yang dipakai dalam membaca fenomena apa 

yang terjadi; Sedangkan metode penelitian membahas mengenai sumber data, teknik 

memperoleh data dan analisa data; Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan 

untuk mempermudah memahami struktur penulisan proposal tesis ini. 

` BAB II membahas mengenai sejarah Ahmadiyah, perbedaan ajaran dengan 

arus utama dan pnolakan terhadap Ahmadiyah. Gambarannya adalah penulis 

menguraikan tentang sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari kelahirannya di 

Qadian sampai dengan kemunculan di Indonesia; Selanjutnya, menjelaskan tentang 

keyakinan yang berbeda dengan muslim arus utama Indonesia dan dalam perbedaan 

tersebut, penulis menjelaskan reaksi berupa penolakan terhadap Ahmadiyah.   

 BAB III Kemunculan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung No 3 Tahun 2008.  Pada bab ini penulis 

menjelaskan kelahiran SKB 3 Menteri yang lahir dari desakan fatwa MUI tahun 2005 

yang merupakan pembaruan dari fatwa penolakan 1980; Serta penyerangan terhadap 

Ahmadiyah yang dilakukan oleh kelompok garis keras. Dua faktor itu membuat 
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negara mengambil sikap yang ambigu--dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri No 3 

Tahun 2008.  

 BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini penulis memaparkan dan 

mendeskripsikan hasil dari analisa data dan sajian data yang dilakukan oleh penulis 

terhadap penelitian yang selama ini dilakukan di lapangan. Bab ini berisi tentang; 

pemahaman atau tafsiran masyarakat tentang SKB 3 Menteri Nomor Tahun 2008; di 

mana pemahaman yang lahir berupa: Larangan, pembatasan serta penertiban. 

Selanjutnya, membahas tentang SKB 3 Menteri di mata masyarakat Indonesia.  

Bagian ini tepatnya akan membahas tentang sikap dan posisi masyarakat terhadap 

SKB 3 menteri. Berikutnya akan membahas tentang SKB, sebagai kebijakan yang 

tidak terketahui. Sementara pada bagian terakhir, akan membahas implikasi kehadiran 

SKB 3 Menteri terhadap Ahmadiyah di Indonesia.  

 BAB V Penutup; Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkam dari penelitian 

yang telah melalui proses analisa data penelitian. Serta berisi tentang saran bagi para 

peneliti yang ingin meneliti Ahmadiyah. Dan bagian terakhir rekomendasi untuk 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan SKB 3 Menteri.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan 

Menteri Dalam Negeri atau SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tidak take a for 

granted. Pada prosesnya, ada dua faktor yang mendorong negara untuk mengeluarkan 

kebijakan ini. Dorongan pertama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dengan cara membuat fatwa mengenai kesesatan Ahmadiyah. Fatwa yang 

dikeluarkan MUI tentang Ahmadiyah sebanyak dua kali, yakni:  pada 1980 dan 2005. 

Fatwa-fatwa tersebut menjadi pintu masuk intoleransi, kekerasan dan konflik 

terhadap Ahmadiyah. Kelompok ini menggunakan fatwa kemudian menjadi 

legitimasi bagi kelompok garis keras untuk melakukan tindakan di luar hukum 

terhadap jemaat Ahmadiyah. Inilah yang menjadi pendorong kedua agar negara 

segera menerbitkan SKB 3 Menteri. Tujuan diterbitkannya SKB adalah mencegah 

konflik yang selama ini terjadi antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Alih-alih 

sebagai kebijakan yang netral dalam mengatur konflik, SKB justru menjadikan 

Ahmadiyah sebagai objek kekerasan. Kemudian, dengan beberapa poinnya yang 

cukup kontroversial dan tidak jelas sasarannya, SKB 3 Menteri merupakan produk 

ambigu dari negara 

 Ketidakjelasan kebijakan ini membuat pemahaman masyarakat menjadi 

beragam dan multivarian. Pemahaman masyarakat terhadap SKB, terbagi menjadi 

dua pemahaman atau tafsiran, yakni: Pertama, sebagai aturan yang melarang dan 
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membatasi kegiatan JAI; Melalui pembacaan relasi kuasa dua hal tersebut 

menunjukan bahwa, dengan tafsiran sebagai pembatas dan pelarangan aktivitas 

Ahmadiyah, SKB 3 Menteri menjadi pengetahuan yang menormalisasi atau mengatur 

kehidupan JAI. Pemahaman pelarangan merupakan hasil dari pembentukan praktik 

wacana sehingga menegasikan isi SKB yang sebenarnya. Sedangkan dalam tafsiran 

SKB yang menjadi dua arah.  Bagi Ahmadiyah SKB 3 Menteri adalah kebijakan yang 

mengatur atau mencegah tindakan semena-mena masyarakat kepada Ahmadiyah. 

Sedangkan, Non-Ahmadiyah memahami sebagai kebijakan yang hadir untuk 

melarang Ahmadiyah karena sesat dan menyimpang. Dengan demikian berbagai 

macam tafsiran tersebut menunjukan bahwa, di tengah relasi yang ada dalam 

masyarakat (Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah), wacana tentang SKB menjadi relasi 

kuasa pengetahuan yang memiliki dua arah. Karena semua subjek tergantung pada 

wacana yang membentuknya. Cara kerja relasi kuasa adalah bukan milik subjek 

tertentu, tetapi ia ada di mana-mana dan memproduksi pengetahuan. Berdasarkan dua 

pemahaman di atas SKB menjadi wacana yang dipahami berdasarkan pemahaman 

mereka masing-masing.  

 Di mata masyarakat sendiri, posisi SKB 3 Menteri, melahirkan dua sikap: 

Mendukung SKB 3 Menteri dan menolak SKB. Menurut jemaat Ahmadi, mereka 

mendukung SKB sebagai sebuah keputusan negara. Warga Ahmadiyah harus 

menghargainya. Tetapi dengan catatan-catatan tertentu yaitu negara harus 

menganalisa kembali tujuan dan dampak SKB sejauh ini. Sedangkan, Non-

Ahmadiyah yang mendukung mempunyai pandangan bahwa: Pemerintah harus 
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melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Lewat kacamata relasi kuasa menunjukan, 

bahwa wujud sikap mendukung SKB merupakan hasil produksi pengetahuan yang 

menjadi kuasa atas pemahaman masyarakat dan berpretensi menjadi kebenaran. 

Sehingga menghasilkan sikap mendukung terhadap apapun yang menjadi putusan 

negara.  

 Sedangkan posisi masyarakat yang menolak SKB 3 Menteri lahir karena 

berdasarkan produksi wacana yang menjadi kekuasaan dan dominan, yaitu: 

Bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan; Urusan agama bukan 

urusan negara; Kebijakan ini, membuat Ahmadiyah menjadi kelompok tertuduh; dan 

SKB mempunyai konsekuensi panjang untuk mengatur kelompok yang memiliki 

pemahaman yang berbeda dengan arus utama di Indonesia. Dalam kuasa sikap 

menolak ini merupakan resistensi dalam kekuasaan. Karena dalam relasi kuasa, setiap 

ada kekuasaan pasti ada anti kekuasaan (resistensi). Namun perlu diketahui bahwa, 

meski mereka menolak SKB, mereka tetap berada dalam relasi kuasa. Selanjutnya 

sikap mendukung dan menolak terhadap SKB menunjukkan kekuasaan 

govermentality, dimana populasi tubuh sosial diarahkan dan dibimbing untuk 

mengikuti kuasa. Namun karena govermentality bekerja sebagai relasi kuasa maka 

populasi tubuh sosial atau Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah ini bukan didominasi, 

tetapi mereka berada pada relasi yang bebas dan setara. Maka mereka bisa memilih 

mendukung atau menolak kebijakan tersebut.  

 Di antara beragam pemahaman dan sikap masyarakat di atas. Ada juga 

kelompok masyarakat non-Ahmadiyah yang tidak mengetahui tentang SKB 3 
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Menteri. Namun mereka mengetahui tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). 

Penilaian mereka tentang Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyimpang berdasar 

dan mengikuti fatwa MUI. Sementara menganggap Ahmadiyah sebagai kelompok 

eksklusif dan mempunyai kitab suci tadzkirah, merupakan pemahaman yang tidak 

berdasar dan dibangun atas pengetahuan yang non-objektif. Selanjutnya, mereka tidak 

ingin berkehendak untuk mencari tahu SKB 3 Menteri. Tindakan ini, sebagaimana 

relasi kuasa, merupakan batas-batas yang telah ditentukan oleh praktik wacana. 

Wacana ketidaktahuan ini lahir dari kehendak yang tidak ingin mencari tahu. Namun 

jikalau SKB diketahui oleh mereka--dengan pemahaman yang sedemikian rupa 

tentang Ahmadiyah (sesat, menyimpang bahkan akan diusir) membuat hidup 

Ahmadiyah akan semakin terancam,apalagi hidup dilingkungan dengan orang-orang 

yang memiliki pemahaman seperti ini. 

 SKB 3 Menteri bukanlah tanpa dampak, tetapi ia bekerja menjadi tekanan 

yang secara nyata dan signifikan terhadap kehidupan warga Ahmadiyah. Dampak 

tersebut adalah tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Ada empat bentuk kekerasan 

yang dialami oleh Ahmadiyah, yaitu : Pertama, pembatasan dan pelarangan kegiatan  

JAI; Kedua, penyegelan dan pengrusakan masjid; Ketiga, pengusiran, penganiayaan 

dan pembunuhan dan Keempat, melahirkan kebijakan daerah yang diskrimnatif dan 

kesulitan dalam memperoleh pelayanan negara. SKB bukan hanya menjadi wacana 

saja, tetapi semakin ia menjadi wacana produktif, ia akan mampu membentuk dan 

melahirkan sebuah realitas yang aktual seperti tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah.  
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 Menurut saya, dalam melihat implikasi di atas, sebagai produk kebijakan 

negara, SKB harus dievaluasi, karena tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya dan 

kedua berimplikasi negatif terhadap kehidupan Ahmadiyah—bukan hanya stigma 

tetapi menjadi ancaman nyata seperti tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Alih-

alih menengahi konflik, SKB  justru menambah dan membuka ruang  kekerasan 

terhadap Ahmadiyah.  

B. Saran dan Rekomendasi 

 Berdasarkan tujuan dan hasil dari penelitian ini, penulis sadar bahwa 

penelitian ini belum menjadi akhir dari penelitian tentang Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) dan SKB 3 Menteri. Penelitian ini juga masih perlu dikoreksi dengan 

kajian-kajian mendatang tentang Ahmadiyah. Dalam dunia akademik kajian tentang 

Ahmadiyah yang berhubungan kebijakan di Indonesia, perlu untuk diteliti lebih lanjut 

agar membuka kajian yang lebih luas dan mendapatkan temuan yang baru.  

 Penelitian yang lebih lanjut juga diharapkan, dapat mengembangkan kajian 

tentang perlunya kebijakan negara dalam mengakomodasi kelompok minoritas di 

Indonesia. Kajian selanjutnya juga bisa berfokus untuk menggali lebih jauh dan lebih 

mendalam berbagai kebijakan negara yang tidak sejalan dengan kemanusiaan dan 

kebebasan beragama di Indonesia.  

 Sebagai sebuah penelitian akademik, penelitian ini bisa bermanfaat dan 

berkontribusi dalam diskursus kebijakan. Untuk itu dalam hasil yang ditemukan 

penelitian ini penulis merekomendasikan kepada negara agar segera melakukan 

evaluasi dan mencabut kebijakan ini. Dua argumen ini sangat relevan sebagai alasan 
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untuk mencabut kebijakan ini: Pertama, SKB merupakan kebijakan yang jauh dari 

tujuannya yakni kebijakan yang menengahi dan menertibkan konflik; Kedua, 

berdampak negatif terhadap kehidupan Ahmadiyah. Jikalau negara tidak mencabut 

atau mempertahankan kebijakan ini, maka sama saja negara sedang memelihara 

konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah.  
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